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LATAR BELAKANG TUJUAN

Secara umum kegiatan penelitian “Rumah Program Otonomi Khusus Aceh dan Papua” tahun 2023
ditujukan untuk mengkaji otonomi khusus dalam dinamika sosial ekonomi, budaya, politik, dan hukum

1. Berangkat dari konteks Ke-Indonesia-an secara umum. Didalam konteks terkait proses dan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh dan Tanah Papua

Ke-Indonesia-an tersebut, Aceh dan Papua, merupakan dua daerah di

1. Mengkaji permasalahan dan dinamika pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah
Indonesia adalah yang berada di Barat dan Timur Indonesia sl £ < . J

otonomi khusus Aceh dan tanah Papua melalui berbagai pendekatan disiplin ilmu, khususnya dari

Kesamaan kedua daerah: berstatus Otonomi Khusus, pernah mengalami ilmu sosial dan humaniora.

sejarah upaya pemisahan dari wilayah NKRI, masalah tingkat kemiskinan . Menganalisis berbagai peluang dan tantangan terkait aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya,

masyarakat yang masih tinggi dibanding wilayah lainnya di Indonesia. politik, hukum, dan agama masyarakat Aceh sebagai bagian dari upaya memahami otonomi khusus
Aceh dan Tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian, Aceh dan Papua mempunyai keuinikan dan . Mengkaji aplikasi kebijakan alternatif untuk menciptakan paradigma baru percepatan kemajuan

permasalahan sendiri. contoh Aceh: keunikan dalam dinamika politik, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah otonomi khusus Aceh dan tanah Papua

tata pemerintahan dan system hukum, perhatian pada masalah HAM, . Membangun kolaborasi kegiatan ilmiah antara peneliti BRIN dengan lembaga lain di luar BRIN

keadilan, dan perdamaian di Aceh. Papua dengan keunikan sejarah dan terkait prioritas penelitian di berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan
status politik, marjinalisasi dan diskriminasi; dan Kekerasan Negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah otonomi khusus Aceh dan Tanah Papua.
(Papua Roadmap, 2009) Khususnya dengan Masyarakat di wilayah otonomi khusus tersebut, Pemerintah daerah baik
Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, Lembaga Legislatif di Aceh dan Tanah Papua
- serta Nasional, Lembaga Yudikatif serta komunitas akademik.

URGENSI

® URGENSI AKADEMIK : Kajian terdahulu (Cornell Indonesia Project 1950-an, Road Map Papua, riset LIPI dan lembaga lain) >> berhasil mengidentifikasi persoalan & strategi tp perlu kajian pendukung lain
yang lebih mendalam dan komprehensif dalam melihat persoalan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, jg potensi biodiversitas dan pengembangan teknologi yang bermanfaat untuk pembangunan
Papua.

URGENSI PRAKTIKAL: berbagai rencana kebijakan (termasuk RIPPP) perlu dukungan bukti ilmiah (scientific evidence) dalam pelaksanaannya, untuk memperkecil resistensi, meningkatkan tingkat
akseptabilitas dan kesesuaian kebijakan dengan kondisi riil masyarakat Papua (sosial, ekonomi dan kulturalnya)

Aceh memiliki sejarah panjang pada masa sebelum kemerdekaan, paska kemerdekaan, era pembangunan nasional masa orde baru, hingga paska reformasi.

Kajian pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh menjadi penting dilakukan agar kebijakan pembangunan ke depannya benar-benar berdampak posistif pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Masalah kependudukan, pembangunan SDM dan ketenagakerjaan di Aceh sangat kompleks, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja hingga peran pemuda dan perempuan di pasar kerja.
Penerapan hukum Islam/syariat Islam menimbulkan banyak perdebatan, baik yang mendukung maupun yang menolak.

Aceh memiliki identias lokal dan kearifan budaya yang sangat beragam dan perlu dijaga eksistensi dan keberlanjutannya. Masyarakat Aceh juga kaya akan adat istiadat dan keberagaman bahasa daerah dan
etinis.

Dampak Tsunami 2004 telah memberikan pembelajaran sangat penting bagi masyarakat aceh akan pentingnya kesiapsiagaan bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Masa lalu di bawah Daerah Operasi Militer (DOM) berdampak luas pada kondisi dan pandangan masyarakat terhadap upaya penegakan HAM, keadilan, dan perdamaian di Aceh.
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URGENSI

Pengetahuan budaya dan lingkungan maritim beleum
diakomodasi secara jelas dalam RPJMN

Pengelolaan lingkungan maritim menjadi dasar
pembangunan berkelanjutan dan antisipasi perubahan
iklim.

Konektivitas jaringan maritim merupakan modal
mengatasi ketimpangan wilayah dan memperkuat
kesatuan nasional.

Diplomasi politik dan budaya yang difokuskan pada
masalah kelautan mendukung dan memperkuat posisi
strategis Indonesia sebagai negara kepulauan, dan
memperkuat ketahanan dan kedaulatan wilayah

PENGETAHUAN MARITIM

DINAMIKA SOSIAL BUDAYA DAN
ADAPTASI EKOLOGI MASYARAKAT
PESISIR DAN KEPULAUAN

KONEKTIVITAS DAN
JARINGAN MARITIM

DIPLOMASI MARITIM

PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

INDUSTRI MARITIM

Justifikasi Anggaran :

- Unit cost besar karena cakupan wilayah maritim yang luas
- Penelitian multilokasi untuk riset jaringan/konektivitas

- Daerah terpencil, pulau-pulau kecil

- Penelitian multi/ inter-disiplin
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